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NOMOR 02 TAIIIIN 2011

TENTAI{G

PEIYYERTAAI\ MODAL PEMERINTAH KABT}PATEN SIAK
PADA BADAr\ USAHA MrLrK DAERAH @IIMD) TAHTTN 2011

DENGAI\ RAHMAT TT]HAN YAI\G MAIIA ESA

Menimbang : a.

, 
BUPATI SIAK

bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan
pertumbuhan Perekonomian Daerah, Pemerintah
Kabupaten Siak dapat melakukan usaha-usaha sebagai
salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah melalui
Penyertaan Modal Daerah baik dalam bentuk ueng
maupun barang kepada Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD);

Bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak
sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas,
ditujukan pada usaha-usaha yang dijalankan oleh BUMD
Kabupaten Siak yang diharapkan dapat diperoleh
manfaatnya baik dalam meningkatkan kegiatan
Perekondmian Daerah maupun sebagai selah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di
atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 20 I l.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Fembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republiklndonesia

Mengingat : 1.



2-

3.

Thhun.1999 Nomor l8l, Thmbahan Lembarm Negara
Republik Indonesia Nomor 3m2), sebagaimila tolah
diubah dengan Undang-Undang Nomor ll Tirhrm 2fi)3
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahrm 2fi)3 Nomr
31, Tanbahan Lembaxan Negra R€Fblft Indonesia
Nomor4274);

Undang-Undang Nomor 17 T?thlm 2003 tenang Keumgan
Negara (Lembaan Negan Reprblft Indonesia Thhrm 2fi)3
Nomor 47, Thmbahan Irmbaxan Negara Re4ublik
IndonesiaNomor42Sq;

Undang-Undang Nomor I Thhun 2OO4 tentang
Pembendaharaan Negara (L€mbarm Negila R€1lrrUrA
Indonesia Tahun 2fi)4 Nomm 5, Tkrmbahan l"€mbilan
Negara Republik IndonesiaNomor43st;

Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2(X)4 tentang
Pe,mbemrkan Pematrran fendmg rndangm (t^emUaran
Negara Republik Indonesia Tirhrm 2(X)ll Nmor 53,
Tambahan LeNmbaran Nogard Repblik Indmia Nmon
a38e);

Undang-Undang Nomor 32 Thhun 2O04 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Thhrm 2fi)4 Nomor 125, Timbahm Lembman
Negara Republik Indonesia T?rhm 2fi)4 Nomor 437)
sebagaimaoa t€lah diubah beber4a keli teralfrir doqgan
Undang-Undang Nomor 12 Tahrm 2008 tentmg Perubahan
Kdna atas Undang-Undang Nmor 32 T?rhrm 2W tffi|lmg,
Pemerintahan Daerah (t€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2fi)8 Nomor 59, Tmbahm kmbman
Negara Republik IndonesiaNomu Ml);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2(X)4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahm Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan t,embaran NeFra Rqnfilft Indsresia Nomor
aa.3$;
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7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentarrg Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
1995 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4TT4);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang-
Fed6man, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Femerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ,*
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan tsarang Milik Negara/Daerah qlembaran
Negara Republik trndonesia Tahun 2006 Nomor 2O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609):

1tr. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor aB1 );

tr2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999
tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD);

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tabi.n 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

I
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13.
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15- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Thhrm 2fi)7
tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 teniang pedoman pengebf,an
KeuanganDaerah;

I 6- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahrm 2fi)4
tentang Pedoman pengelolaan Barang Daerah yang
Dipisahkan;

17- Peraturan Daerah propinsi Riau Nomor ll rahrm 2fiD
tenta|g pembentukan Badan usaha Milik Daerah
(BUMD) perusahaan Terbatas (pT) pengembangan

Jaresmi Riau ( kmbaran Daerah p'ovinsi niau ratrm
2002 Nomor5l);

18. Peraturan Daerah Kabupaten siak Nomr 7 Taho.2o[
tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah
(BttI!D) perseroan Terbatas (pI) Kawasan Industi
Thnjrmg Buton (kmbaran Daerah Kabrpaten Siak Tahrm
2004Nomor7);

19. Peraruran Daerah Kabupaten siak Nomor g rahrm 2fi)4
tentang Kawasair Indusni Tanjung Buton (Lembamn
Daerah Kabupaten SiakTahun 2004 Nomr g);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nornor 7 Ta}nm 2(l|f|
tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) perseroan Terbatas (p1D Siak pertambangan dan
Energi (Lembaran Daerah Kab'paten Siak Tahtm 2007
NomorT).

Ilengan persetujuan Bersana

DEWAII PER}VAKILAN RAKYAT DAERAH KABIIPATEN SIAK

dan

BI]PATI SIAK
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Menetapkan

MEMUTUSKAIY:

PERATT]RAN DAERAH TENTAI{G PEI\TYERTAAI{
MODAL PEMERINTAH KABTIPATEN SIAK PADA
BAD4N USAIIA MILIK DAERAH (BI]MD) TAHI]N
20rt.

BAB I
KETENTUAII UMI]M

Pasal l

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Femerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip Negara Kesatuan Repubtik Indonesia sebagaimana dimaksud

{alam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun I 945.

Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

Bupati adalah Bupati Siak selakuPemegang Kekuasaan Keuangan / Barang
Daerah(PKBD).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelanggara Pemerintah
Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah selanjuhya disingkat BUMD adalah Perusahaan
Daerah yang berbadan tlukum lainnya dari Usaha Milik Daerah selain
Perusahaan Daerah Air Minum, PT Bank Pembangunan Daerah dan Bank
PerkreditanRakyat.

i .

2.

a

4"

5.

5.

7. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah {yang belum dipisahkan) baik
berwujud tiang maupun barang yang dapat dinilaidengan uang seperti tanah,
bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharg4 fasilitas dan hak
lainnya.



Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalm menye,rhlm modal
Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pcmmfrah
modal Daerah olehpihakketigadengan suatr imbalan-tertentr

9. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayam 5mg berasal dari
Anggaran Pendapatan den gelanja Daerah rmtuk dijartikan penyerhm modal
pada Badan Usaha Milik Daerah-

BABII
TUJUAI\I PENYERIAAITT MOI}AL

l

Pasal2

( I ) Penyertaan Modal Dacrah pada BUMD bertujuan meningkarten peftrmhhm
Perekonomian Daerah d-n atau untuk menambah pendapananAsli Dacrdh-

(2) untuk mencapai tujuan dimaksud N^ ayzr (l)" penyertam
Modal Daerah pada BUMD dilaksanakan bffdasa*m pprnsry.-pnnry
ekonomiperusahaan.

BABIII
ThTA CARA PNNYERIAA]\T MODAL

. Pasal3

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dileksanakan dengmcaa:

a. Penyetoran modal dalam bentukuang; dqn

b. Penyerahan asset sebagai penyertaan modal sesuai ,rentgro nilai asset se,,t
penyerahan.

Pasal 4

(l) Penyertaan ModatOaffah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diilggr*en
dalam Pendapatan dan Belanja Daemh, dalm btrrk aset-selain
uang ditetapkan dengan Keputusan K€pala Daerah setelah m€rrted
persetujuanDPRD.



a.

b.

(2) Kekayaan Daerah yang di Investasikan pada BtjMD, merupakan kekayaan
Daerah yang dipisahkan.

{3) Setiap penambahan, penguftIngan, pengalihan, penarikan, penjualan dan
penyertaan modal pada suatu BUMD di lakukan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Kepala Daerah dalam menentukan besarnya nilai terhadap asset selain uang yang
disertakan sebagai Penyertaan Modal kepada BUMD adalah dengan cara :

Nilai diambil dari harga peirgadaan barang tersebut; atau

Dilahrkan penilaian oleh Konsultan Independen.

Pasal6

Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada
tsUMD.

BAB IV
NILAI PEIYYERTAAIT MODAL

Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah kepada Badan usaha Milik Daerah (BUMD) PT.
Pengembangan Investasi Riau sebesar P(p. 67-662.279.300,-(Enam puluh tujuh
milyar enam ratus enam puiuh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga
ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembangkit Lisnik Tenaga uap (PLTLI) dengan kapasitas 2 x 3 MW yang nilai
asset nya setara kas Rp. 66.612.279.312,58 (enam puluh enam miliyar enam
ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua belas
rupiah lima puluh delapan sen).

b. Lahan seluas 30 Ha yang nilai assetnya setara kas dengan jumlah biaya

Rp. 1.050.000.000,00 (satu miliyar limapuluhjuta rupiah)-
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Pasal S

Penyertaan Modal Daerah kepada Badan usaha Milik Daerah (BUI\dD)
PT. Kawasan Industri rhnjung Buton berupa Lahan seluas 590 Ha, yang nilai
assetnya setara kas sebesar Rp 14.750.000.000,- (Empat belas milyar tujuh ratus
limapuluhjutarupiah).

Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah kepada Badan usaha Milik Daerah (BUI\D) pr. siak
Pertambangan dan Energi Aebesar Rp. 40.000. 000.000,- (Empat puluh milyar -
rupiah).

BABV
HASILUSAEA

Pasal l0

Bagian laba atau hak pembagian Deviden dari hasil usr*ha penyertaan Modal
Daerah pada BUMD yang menjadi Hak Daerah selama tahun anggaran penrsataan
disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dalam tahun berikutnya

KETENTUAII PEI\UTI]P

Pasal ll

Hal-halyangbelumdiaturdalam PeraturanDaerah ini, sepanjangmengenaiteknis
pelaksanaannyaakandiaturlebihlanjutdengan suatuPeraturanKepalaDaerah.

Pasal 12

Peraturan Daer& ini mulai berlakupada tanggal diundangkan.

Agarsetiaporangdapatmengetahuinya,memerintahkanpengrmdanganperaturan
Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten siak.



Disahkan di Siak Sri Indrapura
padatanggal 26 April 2011

BUPATI SrAK

' f )e5/
ARWIN. AS

Diundangkan di
pada tanggal 27

Indrapura
20ll

SEKRETARIS rEN SrArq

UtamaMuda
llrP. 19550705 197402 I 001
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